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RINGKASAN

Pajak pengambilan bahan galian golongan C (PBGGC) adalah satu dari
tujuh jenis pajak daerah kabupaten dan kota, sehagaimana diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Pajak ini pertama kali dietapkan scbagai
pajak daerah kabupaten dan kota di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun
1997 Schelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak
PBGGC merupakan retribusi daerah propinsi yang dibagthasilkan dengan daerah
kabupaten dan kota.

Pengelolaan pajak PBGGC di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diatur
melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 Walaupun pajak PRGGC relauf
baru bagi daerah kabupaten dan kota. namun kontribusi pajak ini terhadap
komponen pajak dacrah cukup besar, Pajak PBGGC adalah pajak dacrah dengan
kontribusi terbesar kedua setelah  pajak  penerangan jalan di Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung.  Untuk  tahun  anggaran 19992000, pajak PRGGC
memberikan kontribusi sebesar 34 93% terhadap komponen pajak daerah dalam
pembentukan Pendapatan Asli Dacrah

Sistem dan prosedur yang diterapkan dispenda dalam pengelolaan pajak
PRGGC berbeda dengan vang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 2
tahun 1998 Perbedaan ini bisa berpengaruh terhadap besarnva penenimaan daerah

dari pajak PBGGC. Berdasarkan hal ini. maka dilakukanlah penelitian ini.



Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa sistem pengelolaan
pajak PBGGC vang diterapkan dispenda adalah sistem self assessment dan
official assessment. Sedangkan satu-satunva sistem pengelolaan vang ditetapkan
di dalam peraturan daerah adalah sistem self assessment.

Ada sepuluh prosedur pengelolaan pajak PBGGC vang ditetapkan di
dalam peraturan dacrah. Dari kesepuluh prosedur tersebul cmpat prosedur sudah
dilaksanakan. Keempat prosedur vang sudah diterapkan tersebut adalah: 1)
pendataan dan pendafiaran. 2) penetapan. 3) penvetoran, dan 4) pembukuan dan
pelaporan, Dalam pelaksanaannya tidak satupun dari keempat prosedur i yang
betul-betul sama dengan vang ditentukan di dalam peraturan dacrah

Prosedur vang diterapkan dispenda menekankan pengelolaan pajak atas
kegiatan pemakaian bahan galian golongan C. bukan atas kegiatan pengzambilan
atau eksploitasi seperti vang diatur di dalam peraturan daerah dan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000, Penekanan pengelolaan pajak atas kegiatan
pemakaian bahan galian golongan O ini mengakibatkan lemahnya kontrol
terhadap kelestarian lingkungan,

Sementara itu enam prosedur vang ditetapkan di dalam peraturan daerah
belum pernah dilaksanakan. Keenam prosedur tersebut adalah: 1) angsuran dan
penundaan pembayaran, 2) penagihan. 3) pengurangan, keringanan  dan
pembebasan, 41 pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi, 3) keberatan dan banding, dan 6} pengembalian
Lelebihan pembavaran

Dengan  mengasumsikan  bahwa  penetapan  targel penerimaan  pajak

PRGGC sudah sesuai dengan potensi vang dimiliki. maka dari hasil perhitungan



dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur pengelolaan pajak PBGGC di
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sudah ciekuf. Hal i dapa diketahur dan
realisasi pajak PBGGC selama menjadi pajak dacrah kabupaten rata-rata diatas
L O0%.

Sistem  dan  prosedur pengelolaan  pajak  PBGGC  di - Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung juga sudah efisien, Hal mi diketahui dar perbandingan
biava pungul pajak dengan jumlah pajak vang terpungul. Tingkat efisiens
pengelolaan pajak PBGGC di Kabupaten Sawahlunto/sijunjung adalah 18.97%.
Angka ini berarti untuk memungut Rp. 1.- pajak PBGGC diperlukan biayva pungut
sebesar Rp, 01897 -

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mempunyval potensi pajak PBGGC vang
cukup besar. Hal ini tercermin dari besarnya volume ketersediaan endapan bahan
galian golongan C yang berhasil didenufikasi. Potens1 il dari pajak PBGGU
sangat ditentukan oleh volume bahan galian golongan C vang dieksploitast. baik
oleh perusahaan pemilik SIPD maupun oleh pertambangan rakvat

Penelitian ini juga menemukan bahwa harga dasar bahan gahian golongan
C vang diberlakukan oleh dispenda jauh lebih rendah dibanding harga vang
berlaku di pasar. Koefisien analisa yang digunakan dalam penghitungan besarnya
pajak PBGGC terhutang atas pemakaian bahan galian golongan C juga jauh lebth
kecil dibanding taril pajak vang diatur di dalam peraturan daerah. Kedua hal ini
berpengaruh negatif terhadap total penerimaan dacrah dan pajak PBGGC

Dengan menggunakan data  realisast  pajak  PBGGU tahun-tahun
sechelumnya dan beberapa asumsi seperti tidak memburuknya pertumbuhan

perekonomian. tidak adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan belum



habisnya persediaan endapan bahan galian golongan C, dapat diketahui bahwa
penerimaan daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dari pajak PBGGC dimasa
yang akan datang akan mengalami pertumbuhan vang positif.

Untuk mewujudkan pengelolaan pajak PBGGC vang lebih efekuf dan
efisien serta peka terhadap kelestarian lingkungan, maka dari hasil temuan
penelitian ini disarankanbeberapa hal sebagal berikut: 1) Perlu dilakukan revisi
terhadap Perda Nomor 2 tahun 1998, 2) Sistem self assessment dapat dijadikan
satu-satunva sistem vang digunakan dalam pengelolaan pajak PBGGC, karena
vang mengetahui besarnva volume bahan galian golongan C yang dieksploitasi
adalah wajib pajak. bukan petugas pajak. 3) Prosedur pengelolaan pajak PBGGC
melalui pengkaitan dengan pencrbitan SIPD atau dengan pola bagi hasil dengan
pemerintahan nagar diduga akan dapat meningkatakan efekufitas dan efisiensi
pengelolaan pajak ini, 4) Optimalisasi penenimaan dacrah dari pajak PBGGC
dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaman terhadap harga dasar bahan
salian golongan ¢ yang saal ini diberlakukan oleh Dispenda. 3) Untuk
meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi bahan galian
solongan C diperlukan adanva perbaikan koordinasi antara Dinas Pertambangan
selaku instansi yang berwenang dalam menerbitkan SIPD dengan Dispenda
sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah. 6)
Perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap faktor-fakior vang menyebabkan
rendahnva minat investor untuk berinvestasi pada sektor pertambangan di
Kabupaten Sawahlunto/Stjunjung vang kaya dengan berbagai bahan tambang

khususnyva endapan bahan galian golongan C.



BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional Ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan pula
oleh kemajuan vang dicapal dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing
dacrah. Untuk mencapai kemajuan vang pesat, maka pelaksanaan pembangunan
dacrah. harus dilandaskan pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata,
dimana pemerintah daerah mempunyal kewenangan vang luas dalam mengelola
kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pada masa awal kemerdekaan. kebanyakan negara duma Kketiga
menitikberatkan pembangunannya pada pertumbuhan ekonomi dan perencanaan
nvestasi vang terpusat. Pemusatan  pembangunan dan investasi i, telah
menvebabkan ketimpangan taral’ kehidupan, baik antar dacrah maupun antar
solongan. Kenyataan i semakin diperburuk oleh hubungan keuangan. vang
memungkinkan sebagian besar pendanaan pemerintah pusat digunakan untuk
nelavanan perkotaan, sementara itu pelavanan pemerintah daerah terabaikan vang
mengakibatkan bagian terbesar dan penduduk hidup dalam Keadaan miskin
Davey, 1988).

Sesuai denpan pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 dan semangat
reformasi vang tengah berkembang. Pemerintah Indonesia dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 temang Pemenntahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5



tahun 1974 Undang-Undang ini merupakan dasar bagi upaya nyata pemernntah
untuk melaksanakan otonorm daerah,

Ada beberapa perubahan vang mendasar di dalam Undang-Undang 1ni
dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya Kekuasaan negara terhadap
daerah semakin dikurangi dan wewenang daerah propinsi, dacrah kota dan dacrah
kabupaten untuk mengurus daerah sendin semakin diperluas. Tidak ada hubungan
hirarki antara daerah propinsi dengan daerah kabupaten dan kota. Otonomm
terbatas diberikan kepada daerah propinsi, sedangkan otonomi yang utuh
diletakan pada daerah kabupaten dan kota. Otonomi daerah propinsi terbatas pada
kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota serta
kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya (Svahruddin, 1999),

Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang
diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 akan sangat
ergantung pada kemampuan keuangan vang dimiliki masing-masing daerah
Cenvataan menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Ash Daerah (PAD)
wabupaten dan kota sangat bervariasi tergantung pada potensi vang dimiliki. Oleh
carena iy, besar kemungkinan daerah-daerah yang mempunval kemampuan kecil
skan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangan vang sedemikian
~esar diberikan kepadanyva. Bila hal ini terjadi tentunya pelaksanaan otonomi
dacrah vang semula dimaksudkan untuk mendorong proses pembangunan daerah
skan dapat berbalik menjadi unsur yang dapat menghambat, karena adanya
cesulitan keuangan untuk mendukung kegiatan pembangunan dacrah.

Untuk mencegah terjadinya kesulitan tersebut, sejalan dengan penetapan

ndang-Undang  tentang Pemerintahan  Dacrah, maka pemerintah  juga



Lad

menetapkan  Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
keuangan Pusat dan  Daerah,  Undang-Undang im menciptakan sumber
pembiavaan pembangunan baru bagi dacrah vang disebut dana perimbangan.
Pemerintah dacrah mempunyal kewenangan vang berbeda dalam pengelolaan
dana perimbangan ini sesuai dengan Jenisnya, vang terdin atas dana bagi hasil
SDA daerah vang dipungut pusat, alokasi umum dan alokasi khusus,

Ada dua hal vang diharapkan dar pelaksanaan Undang-Undang
perimbangan keuangan pusat dan daerah ini yaitu: pertama, daerah-daerah vang
mempunyai PAD vang keeil diharapkan akan mendapatkan tambahan dana
serimbangan guna menunjang  pelaksanaan otonomi di daerahnya. Kedua.
mengurangi rasa ketidakadilan bagi dacrah yang mempunyai sumber dava alam
vang besar karena melalui Undang-Undang ini daerah vang bersangkutan akan
mendapat dana perimbangan vang merupakan porsi tertentu dar hasil sumber
Zava alam vang digah dan dacrahnya.

Disamping mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang ini
soa merupakan solusi bagi ketidakpuasan hampir semua daerah di Indonesia.
<havai akibat sangal terkonsentrasinya kewenangan pembangunan pada
~emerintah pusat. Keadaan tni terlihat dari sumber pembiayaan pembangunan
“=crah vang sekitar 80% berasal dan dana pembangunan sektoral vang berada
Zhawah kewenangan pemerintah pusat. Keterpantungan yang sangat besar i
—envebabkan ruang gerak pemerintah dacrah menjadi sangat terbatas. Anggaran
“endapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada umumnya hanya mempunyai milai
ccirtar 20% dan jumlah keseluruhan pembiavaan pembuangunan dacrah. yang

~erzsal dari pendapatan asli dacrah. dana inpres dan block grant. APBL yang



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hastl analisis yang dilakukan dalam penthitian ini

selanjutnya dapat dibuat kesimpulan sebagar bernkut

Lad

Sistem pengelolaan pajak PBGGC vang diterapkan oleh Pemenntah Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diatur melalut Peraturan  Dacrah
Nomor 2 tahun 1998 adalah sistem self assessment.

Prosedur pengelolaan pajak vang diatur di dalam Peraturan Dacrah Nomor 2
tahun 1998, mengpunakan pendekatan fungsional. Prosedur vang diatur
peraturan daerah ini di dalam penerapannya mengalami beberapa modifikas:
vang dilakukan oleh petugas pajak. Modifikasi yang dilakukan petugas pajak
dapat menjadikan pengelolaan pajak i1 efekuf dan ehisien.

Pengelolaan pajak PBGGC vang selama ini dilaksanakan sangat terkonsentrasi
pada upava peningkatan penerimaan daerah dengan kurang memperhatikan
dampak lingkungan dan kegiatan eksploitasi yang dilakukan. Hal i telah
menyebabkan terjadinva  kerusakan lingkunpan pada beberapa  lokasi
pertambangan.

Potensi  pajak PBGGC vang dimiliki Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung cukup besar. vang tercermin dari besamnya ketersediaan
endapan bahan galian Golongan C. Besarnya potenst ritl pajak PBGGC setiap
ahunnva belum  dapat dihitung. karena tidak tersedianya data jumlah

eksploitasi bahan galian Golongan C.
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